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Sural Permohonaan pn Operasional Penyelenggaraan Pos PAUD
Larasat Nomar 01/Pos PALIDASAIZ011 tanggal 05 Juli 2011,
Rekomendas: dan Kepala Unt Penddican Kecamatan Lurnte Nomor
420108 22011 Tanggal 16 Jus 2011 Perha! Permohonaan ljin
Operasinal Penyslenggaraan Pos PAUD Larasat

bahwa sesual dengan permohonaan iin operasional penyelenggaraan
dan Pos PAUD Larasat Nomor 01/Pos PAUD/LS/VI2011 tanggal 05

Juli 2011 D- - ma Kecamatan Lumber setelah dadakan vistasi
dan peneliti. ~ngan ketentuan persyaratan iin operasional;

bahwa sehu: ‘ngan hal lersebu! pada butr (a) diatas,
dipandang periu rieber lfin operasional penyelenggaraan PAUD

Non Formal Pos PAUD Larasalli dengan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas,

Undang - Undang Nomor B Tahun 1985 tentang Organisasi
kemasyarakalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1885

Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
3928,
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Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235;
Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 lentang Sislem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang -
undang nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844:

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 lentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5603
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 lentang Standar
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 lentang Pengelolaan
dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomer 5105);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009

tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini:

Peraturan -* Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten

Banyumas {Lz7il=ion Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009
Nomor 2 Seri D);

tentang O

Peraluran Bupati Banyumas Nomor 55 Tahun 2006 tentang Pedoman
Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Model di Kabupaten
Banyumas (Berita Daerah Tahun 2006 Kabupaten Banyumas Nomor
38 Sen E);

Peraturan Bupati Banyumas Nomor 98 Tahun 2010 Tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di

Kabupaten
Banyumas.
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Pertama

Kedua

MENETAPKAN

Memberikan ljin Operasional kepada -

Nama Lembaga : Pos PAUD Larasati
Nama Penyelenggara . Sriyali

Alamal Lembaga : R104/03 Dermaji, Lumbir
Kelurahan/Desa : Dermalji

Kecamatan : Lumbir

Dengan diberikanya ijin operasional Penyelenggaraan sebagaimana
tersebut dalam diktum Pertama saudara berkewajiban :

1. Memiliki tempal yang memenuhi standar kelayakan untuk
menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah
yang lidak dalam sengketa.

2. Memiliki peserta didik minimal 10 peserda didik unluk Kelompok
Bermaian/Taman Penitipan Anak (TPA) dan minimal 25 peserta didik
unluk Saluan PAUD Sejenis (SPS).

3. Memiliki tenaga pendidik minimal 5 orang, mencakup pengelola yang
merangkap sebagai kader/tutor dan sekurang - kurangnya 50 %
berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah teriatih

4. Memiliki tenaga kependidikan yang sekurang - kurangnya 50 %
berpendidikan SLTP/setara dan/atau sudah terlatih.

Memiliki sarana dan prasarana/perlengkapan .
Tersedia Alal Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana
belajar Izinnya.

7. Memiliki program pembelajaran/kurikulum

8. Memiliki kermamiuan pembiayaan.,

9. Melaksanaa, -lunggaraan sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Mempunyai . "“mbaga

11. Ada papan nania lembaga

Larangan :

1. Mendirikan, menambah jenis kegialan tanpa ijin Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas.

2. Memindahkan ijin kepada pihak lain tanpa persetujuan Dinas
Pendidikan Kabupaten Banyumas.

3. Merubah Nama Lembaga tanpa ijin Dinas Pendidikan Kabupaten
Banyumas.

4,

Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.
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Ketiga

Keempal

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketenluan sebagaimana

diktum Kedua maka ijin akan dicabut.

dikemudian har terdapat
sebagamana meslinya.

Tembusan disampaikan kepada Yih.:

1.

2.
3.
4

Bupati Banyumas (sebagai Iapuranj
Camal Lumbir

Kepala UPK Lumbir

Arsip (Seksi PAUD dan Kesetaraan)

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila

kekeliuan akan diadakan pembetulan

Ditetapkan di Purwokerto

Padatanggal /3 Agusius 200
KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Dipindai dengan CamScanner




